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 i
 KATA PENGANTAR
 Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah
 tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
 Agama Purworejo sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun
 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
 dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang
 percepatan pemberantasan korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
 RI Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan tugas dan fungsi susunan organisasi dan
 tata kerja kementrian Negara Republik Indonesia, LAKIP yang tata cara
 penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor :
 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
 Pengadilan Agama Kelas I-B Purworejo merupakan wadah bagi pelaporan kinerja
 dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.
 Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban
 Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Visi dan Misi dalam mencapai tujuan dan
 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan
 Kinerja Tahun 2014, serta umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan
 Agama Purworejo pada tahun mendatang, hal ini merupakan wujud dari keinginan
 Pengadilan Agama Kelas Purworejo untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban
 yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu
 terwujudnya Clean Government dan Good Governance.
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 ii
 Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan
 sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta
 peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima
 terhadap masyarakat.
 KETUAPengadilan Agama Purworejo,
 Drs. H. ALI MAS’ADNIP. 19600502 198903 1 001
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 iii
 EXECUTIVE SUMMARY
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013
 Pengadilan Agama Purworejo, merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-
 2014. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia
 Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 23 Tahun 2012
 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
 676.1/SEK/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012 perihal : Penyampaian
 LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.
 Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta
 pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Purworejo adalah masalah penyelesaian
 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Purworejo. Maka penyelesaian
 perkara yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama Purworejo merupakan
 sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target
 yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian out put dan out come kinerja
 lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta
 Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.
 LAKIP Pengadilan Agama Purworejo belum dapat dijadikan sebagai acuan
 untuk informasi kinerja maupun bahan kebijakan dalam menentukan haluan
 strategis, karena disadari terbatas anggaran dan Sumber Daya Manusia dalam
 Penerapan SAKIP (IKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja
 Tahunan, Indikator Kinerja Utama, LAKIP dan Evaluasi LAKIP). SAKIP Pengadilan
 Agama Purworejo belum dapat memenuhi bobot nilai yang proporsional dan
 professional sesuai yang diharapkan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas KInerja dari
 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 Namun, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi serta penyelarasan dengan
 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, merupakan sesuatu
 kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Maka Pengadilan Agama
 Purworejo berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan
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 iv
 SAKIP, karena dengan mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional
 semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja.
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
 Pengadilan Agama Purworejo, Dengan berakhirnya Tahun 2013, maka LAKIP
 Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2014, menyajikan informasi kinerja dari tahun
 sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LAKIP. Data kinerja yang
 menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Purworejo
 disusun berdasarkan dan bersifat Laporan selama kurun waktu dari bulan Januari s/d
 Desember 2013 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama
 menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
 Purworejo
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 BAB I PENDAHULUAN
 A. LATAR BELAKANG
 engadilan Agama Purworejo sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan
 kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
 hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting
 negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang
 merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.
 Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa
 perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang0undang Nomor 4 tahun 2004 jo
 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang
 Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan Agama Purworejo dalam
 melaksanakan tugas-tugasnya senantiasa berpedoman kepada aturan perundang-undangan
 yang berlaku, dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan masyarakat Purworejo,
 memahami kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku.
 Pengadilan agama Purworejo sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi
 dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan
 hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama
 dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya
 akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.
 Pengadilan Agama Purworejo berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang
 cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan
 Aplikasi SIADPA Plus serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang
 terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai
 bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan
 yang baik (good govermance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk
 mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
 diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan
 Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk
 P
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 mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu
 prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance).
 Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
 pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam
 rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu
 diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
 terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
 berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas
 dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN)
 Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
 kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut
 governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “
 good governance “ ( kepemerintahan yang baik ). Agar “ good governance “ dapat menjadi
 kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua
 pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya
 “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral
 yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan
 kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.
 Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan
 aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam
 rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban
 yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
 berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas
 KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada
 setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya
 akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.
 Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap
 lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.
 Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang
 dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan
 dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban
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 untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam
 mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban
 yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi
 pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
 mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang
 bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor
 XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
 Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai
 tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut
 diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 (AKIP).
 B. TUGAS DAN FUNGSI1. Tugas dan Fungsi
 Pengadilan Agama Purworejo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas
 dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat
 pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat,
 hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam
 pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok
 tersebut, Pengadilan Agama Purworejo mempunyai fungsi sebagai berikut;
 a. Fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan admiministrasi kepaniteraan bagi
 perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
 b. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
 menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam
 tingkat pertama dan memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding,
 kasasi dan peninjauan kembali.
 c. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
 pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis
 yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan,
 keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-
 undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 d. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas
 dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/
 Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
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 seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor
 No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan
 serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 e. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hokum Islam
 kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52
 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
 f. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
 persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
 umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
 g. Fungsi Lainnya :
 Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan
 instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain
 (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya
 serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
 keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007
 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
 C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
 Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Purworejo selama
 tahun 2014. Capaian kinerja (performance result) 2014 tersebut diperbandingkan dengan
 Rencana Kinerja (performance plan) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan
 organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan
 diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di
 masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LAKIP
 Pengadilan Agama Purworejo disusun sebagai berikut :
 Bab. I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi dan
 sistematika penyajian.
 Bab. II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis 2010 –
 2014 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan
 kegiatan pokok, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2014 dan
 Penetapan Kinerja Tahun 2014.
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 Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan
 realisasi kinerja), Analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-
 sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
 kinerja) dan Akuntabilitas Keuangan.
 Bab.IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan Saran-saran. Bab V Lampiran, berisikan
 mengenai Struktur organisasi, Indikator Kinerja Utama, Penetapan Kinerja Tahun
 2015, Rencana Kinerja Tahun 2016 Matriks rencana Strategis 2015-2019, Matrik
 Pendanaan dan SK. Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah.
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 BAB IIPERENCANAAN &PENETAPAN KINERJA
 A. Rencana Strategis.
 encana Strategis Pengadilan Purworejo Tahun 2010-2014 merupakan
 komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang
 terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
 perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-
 undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
 Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
 dan tolok ukur kinerja Pengadilan Purworejo diselaraskan dengan arah kebijakan dan
 program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah
 ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-
 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai
 pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan
 dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.
 Adapun visi dari Pengadilan Purworejo,adalah:
 “TERWUJUDNYA PERADILAN AGAMA YANG BERWIBAWA DAN MODERN”
 Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Purworejo menetapkan misi yang
 menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
 1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta
 mengayomi masyarakat dengan penerapan sistim SIADPA;
 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek
 korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian,
 sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;
 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya
 peradilan.
 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
 sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
 Pengadilan Agama Purworejo.
 R
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 Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai
 berikut :
 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama :
 o Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada
 Isntansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan;
 o Pertolongan Pembagian Harta warisan di luar Sengketa;
 o Isbat kesaksian Rukyat hilal ;
 o Pelayanan Riset /penelitian;
 o Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan
 penentuan waktu sholat.
 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi
 dan nepotisme;
 4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang
 tepat dan memadai
 5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya
 peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
 Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
 dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai
 dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Purworejo
 adalah sebagai berikut :
 Pertama, untuk terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,
 memiliki empat sasaran : Sasaran pertama Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan
 yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator
 persentase pencatatan. Register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan
 perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu
 pelayanan dalam menerima perkara. Sasaran kedua : Terwujudnya persidangan perkara
 secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan
 persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualiatas
 pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan.
 Sasaran ketiga : Penyelenggaraan mediasi sebagai perwujudan pasal 130 HIR dan PERMA
 nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk beberapa Hakim Mediator. Sasaran keempat :
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 Memberikan putusan dan penetapan yang cepat, tepat dan adil dan benar serta dapat
 dilaksanakan putusannya (eksekutable), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas
 dan kualitas putusan/penetapan, sedikitnya para pihak yang mengajukan upaya Hukum,
 Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan.
 Sasaran kelima : Menambah susunan Majelis Hakim dan ruang persidangan dengan
 kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan kwantitas
 dan kwalitas pelayanan dalam mengadili/memutus perkara. Sasaran ke enam:
 Terlaksananya isi putusan (eksekusi ) ikror talak yang memberikan penyelesaian dan
 kepastian Hukum kepada masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan mutu
 pelaksanaan eksekusi / ikror talak sesuai ketentuan yang berlaku.
 Kedua : Untuk meningkatkan pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan
 nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan masyarakat yang
 membutuhkan, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Penetapan
 Kesaksian isbat Rukyat hilal , Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan
 Salinan Putusan/Penetapan. Memiliki tiga sasaran. Sasaran pertama : Memberikan akta
 pembagian harta warisan di luar perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7
 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan
 mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon mengajukan permohonannya, dengan
 indikator persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan di luar
 perkara (sengketa) kepada pemohon, dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara
 permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang diplilih adalah
 peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian
 harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di
 bawah tangan mengenai keahliwarisan. Sasaran kedua : Terwujudnya jadwal waktu sholat,
 perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah kiblat dengan tepat dan benar serta
 meningkatkan keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal), dengan indikator persentase
 peningkatan perhitungan dan penerbitan jadwal waktu sholat, perhitungan awal bulan
 qomariyah dan pengukuran arah kiblat, dengan kebijakan memberikan pelayanan rukyat
 dengan satu program peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat. Sasaran ketiga :
 Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan
 putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan
 penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan
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 akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin. Program yang dipilih dari
 sasaran ini adalah peningkatan mutu pelayanan dalam peyelesaian perkara.
 Ketiga : Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas
 dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan
 kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian,
 dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan
 pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan
 manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu
 pelayanan dan kesejahteraan pegawai.
 Keempat : Untuk meningkatkan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga
 Kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi
 persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga
 kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi
 persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga
 kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan
 yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan.
 Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu
 pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu
 buku/bahan pustaka, dengan program peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.
 Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor dan meningkatkan prasarana fisik
 balai sidang, dengan program peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama.
 Kelima : Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan
 akuntabel, sasarannya meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasinya anggaran
 DIPA beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan
 plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu
 mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen
 perencaaan yang komprehensif beserta administrasi keuangannya., dengan program
 peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah
 mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya
 perkara.
 Keenam Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan
 terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya,
 memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional
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 pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk
 peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan
 jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar
 secara merata. Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan
 peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan
 penyimpangan prosedur berperkara, dengan kebijakan melaksanakan pengawasan terhadap
 penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administarsi
 secara periodik.
 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 Pengadilan Agama Purworejo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
 berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor: W11-
 A20/0050/OT.01.2/SK/I/2014 tanggal 3 Januari 2013, dapat dilihat sebagai berikut :
 No Kinerja Utama Indikator KinerjaUtama Penjelasan Penanggung
 jawab Sumber Data
 1 PeningkatanPelaksanaanmediasisebagaiupayapercepatanpenyelesaianperkara
 Prosentasemediasi yangberhasildiselesaikan
 Perbandingan antaramediasi yangdisepakati denganjumlah mediasi yangditerima.
 Mediator Lap. BulananLap.Tahunan
 2 Peningkatanpenyelesaianperkara
 a. Prosentaseperkara yangdiselesaikan
 Perbandingan antaraperkara yangdiminutasi denganperkara yangdiregister
 Pansek Lap. Bulanan
 b. Prosentasesisa perkara yangdiselesaikan
 Perbadingan antaraselisih perkaradengan yang diputus(jumlah sisa perkara)
 Pansek Lap.Tahunan
 3 Peningkatantertibadministrasiperkara
 a. ProsentaseProsedurpenerimaanberkas perkarayang diregisterdan siapdisidangkan keMajelis
 Perbandingan antarajumlah perkara yangdisampaikan kemajelis dengan jumlahperkara masuk
 Pansek Lap. BulananLap.Tahunan
 b. Prosentaseberkas yangdiajukan banding,kasasi dan PK
 Perbandingan antarajumlah perkara yangmengajukan banding,kasasi dan PK
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 yangdisampaikansecara lengkap
 dengan jumlahperkara masuk
 c. ProsentasePenyampaianpemberitahuanPemanggilanSidang TepatWaktu
 Perbandingan antarajumlah pemanggilansidang tepat waktudengan jumlahpemanggilan sidangkeseluruhan
 d. ProsentasePenyampaianPemberitahuanIsi Putusan TepatWaktu.
 Perbandingan antarajumlah PIP tepatwaktu dengan jumlahperkara masuk
 Pansek Lap. BulananLap.Tahunan
 e. ProsentasePenyitaan tepatwaktu dan tempat
 Perbandingan antarajumlah penyitaantepat waktu dantempat dengan jumlahpenyitaankeseluruhan
 Pansek Lap. BulananLap.Tahunan
 4 PeningkatanKualitas SDM
 a. Prosentasepegawai yanglulus diklat teknisyudisial
 Perbandingan antarajumlah pegawai yanglulus diklat teknisyudisial denganjumlah jumlahpegawai yangmengikuti diklat teknisyudisial
 Pansek Lap.Tahunan
 b. Prosentasepegawai yanglulus diklat nonyudisial
 Perbandingan antarajumlah pegawai yanglulus diklat nonyudisial denganjumlah jumlahpegawai yangmengikuti diklat nonyudisial
 Pansek Lap.Tahunan
 5 Peningkatankualitaspengawasan
 a. Prosentasepengaduan yangditindaklanjuti
 Perbandingan antarajumlah pengaduanyang ditindaklanjutidengan jumlahpengaduan masuk
 Pansek Lap. BulananLap.Tahunan
 b. Prosentasetemuan ygditindaklanjuti
 Perbandingan antarajumlah temuan yangditindaklanjuti denganjumlah temuankeseluruhan
 Pansek Lap.Tahunan
 6 Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)
 Prosentaseprosespenyelesaianperkara yangdapatdipublikasikan
 Perbandingan antarajumlah perkara yangtelah dipublikasikandengan jumlahperkara masuk
 Pansek Lap. BulananLap.Tahunan
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 C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2014
 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Purworejo, sebagai berikut:
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target1 Peningkatan
 Pelaksanaan mediasisebagai upayapercepatanpenyelesaian perkara
 Prosentase mediasi yang berhasildiselesaikan
 15%
 2 Peningkatanpenyelesaian perkara
 a. Prosentase perkara yang diselesaikan 85%
 b. Prosentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 10%
 3 Peningkatan tertibadministrasi perkara
 a. Prosentase Prosedur penerimaan
 berkas perkara yang diregister dan siap
 disidangkan ke Majelis
 85%
 b. Prosentase berkas yang diajukan
 banding, kasasi dan PK yang
 disampaikan secara lengkap
 1%
 c. Prosentase Penyampaian
 pemberitahuan Pemanggilan Sidang
 Tepat Waktu
 90%
 d. Prosentase Penyampaian
 Pemberitahuan Isi Putusan Tepat
 Waktu.
 90%
 e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan
 tempat
 90%
 4 Peningkatan KualitasSDM
 a. Prosentase pegawai yang lulus diklat
 teknis yudisial
 50%
 b. Prosentase pegawai yang lulus diklat
 non yudisial
 50%
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 5 Peningkatan kualitaspengawasan
 a. Prosentase pengaduan yang
 ditindaklanjuti
 80%
 b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti 95%
 6 Peningkatanaksesibilitas
 a. Prosentase proses penyelesaian
 perkara yang dapat dipublikasikan
 85%
 masyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
 b. Persentase perkara yang dapat
 diselesaikan dengan cara sidang
 keliling
 90%
 Penetapan Kinerja Tahun 2014
 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
 mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
 rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
 Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
 transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
 keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Purworejo,
 menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Purworejo, sebagai berikut:
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target1 Peningkatan
 Pelaksanaan mediasisebagai upayapercepatanpenyelesaian perkara
 Prosentase mediasi yang berhasildiselesaikan
 15%
 2 Peningkatanpenyelesaian perkara
 c. Prosentase perkara yang diselesaikan 85%
 d. Prosentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 10%
 3 Peningkatan tertibadministrasi perkara
 f. Prosentase Prosedur penerimaan
 berkas perkara yang diregister dan siap
 disidangkan ke Majelis
 85%
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 g. Prosentase berkas yang diajukan
 banding, kasasi dan PK yang
 disampaikan secara lengkap
 1%
 h. Prosentase Penyampaian
 pemberitahuan Pemanggilan Sidang
 Tepat Waktu
 90%
 i. Prosentase Penyampaian
 Pemberitahuan Isi Putusan Tepat
 Waktu.
 90%
 j. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan
 tempat
 90%
 4 Peningkatan KualitasSDM
 c. Prosentase pegawai yang lulus diklat
 teknis yudisial
 50%
 d. Prosentase pegawai yang lulus diklat
 non yudisial
 50%
 5 Peningkatan kualitaspengawasan
 c. Prosentase pengaduan yang
 ditindaklanjuti
 80%
 d. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti 95%
 6 Peningkatanaksesibilitas
 c. Prosentase proses penyelesaian
 perkara yang dapat dipublikasikan
 85%
 masyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
 d. Persentase perkara yang dapat
 diselesaikan dengan cara sidang
 keliling
 90%
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 BAB III.AKUNTABILITASKINERJA
 engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Purworejo tahun 2014 dilakukan
 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator
 kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja
 tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
 Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja
 sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum
 berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari sasaran strategis yang
 diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan
 tersebut Pengadilan Agama Purworejo telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar
 terdapat perbaikan di masa yang akan datang.
 A. PENGUKURAN KINERJA
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target RealisasiCapaian
 (%)1 Peningkatan
 Pelaksanaan mediasisebagai upayapercepatanpenyelesaian perkara
 Prosentase mediasi yangberhasil diselesaikan
 15% 15% 100
 2 Peningkatanpenyelesaian perkara
 a. Prosentase perkara yang
 diselesaikan
 85% 90% 92
 b. Prosentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 10% 10% 100
 3 Peningkatan tertibadministrasi perkara
 a. Prosentase Prosedur
 penerimaan berkas perkara
 yang diregister dan siap
 disidangkan ke Majelis
 85% 90% 92
 b. Prosentase berkas yang
 diajukan banding, kasasi dan
 PK yang disampaikan secara
 lengkap
 1% 1% 90
 c. Prosentase Penyampaian 90% 95% 97
 P
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 pemberitahuan Pemanggilan
 Sidang Tepat Waktu
 d. Prosentase Penyampaian
 Pemberitahuan Isi Putusan
 Tepat Waktu.
 90% 95% 97
 e. Prosentase Penyitaan tepat
 waktu dan tempat
 90% 95% 97
 4 Peningkatan KualitasSDM
 a. Prosentase pegawai yang
 lulus diklat teknis yudisial
 50% 50% 70
 b. Prosentase pegawai yang
 lulus diklat non yudisial
 50% 50% 70
 5 Peningkatan kualitaspengawasan
 a. Prosentase pengaduan yang
 ditindaklanjuti
 80% 85% 90
 b. Prosentase temuan yg
 ditindaklanjuti
 95% 100% 99
 6 Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces tojustice)
 Prosentase proses penyelesaianperkara yang dapatdipublikasikan
 85% 90% 92
 B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
 Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Purworejo telah melaksanakan seluruh
 kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan tersebut
 disampaikan sebagai berikut:
 diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :
 PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
 Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase
 mediasi yang diproses di targetkan 15% dari jumlah perkara yang diterima karena tidak
 semua perkara yang diterima dapat diselesaikan secara mediasi. Pencapaian target
 indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
 PENINGKATAN PENYELESAIAN UPAYA MEDIASI
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 No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
 1. Persentase mediasi yang diproses 15 % 15 % 100
 PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
 Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase
 sisa perkara yang diselesaikan di targetkan 100 % dan terealisasi 100 % dan Prosentase
 perkara yang diselesaikan ditargetkan 85 % artinya tidak semua perkara yang masuk pada
 tahun 2013 dapat diselesaikan dikarenakan perkara tesebut diterima pada akhir tahun.
 Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai
 berikut :
 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 (%)
 1. Prosentase sisa perkara yangdiselesaikan
 85 % 90 % 92
 2. Prosentase perkara yangdiselesaikan
 10 % 10 % 100
 PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
 PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
 PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA
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 Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 5 (lima) indikator kinerja yaitu
 prosentase prosedur penerimaan berkas perkara yang diregister dan siap disidangkan ke
 majelis di targetkan 85 % dan terealisasi 90 %, prosentase berkas yang diajukan banding,
 kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 1 % dan terealisasi 1 %,
 prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu ditargetkan 90%
 dan terealisasi 95%, prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan tepat waktu
 ditargetkan 90% dan terealisasi 95%, dan prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
 ditargetkan 90% dan terealisasi 95%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada
 tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 (%)
 1. Prosentase Prosedur penerimaan
 berkas perkara yang diregister
 dan siap disidangkan ke Majelis
 85% 90% 92
 2. Prosentase berkas yang diajukan
 banding, kasasi dan PK yang
 disampaikan secara lengkap
 1% 1% 90
 3. Prosentase Penyampaian
 pemberitahuan Pemanggilan
 Sidang Tepat Waktu
 90% 95% 97
 4. Prosentase Penyampaian
 Pemberitahuan Isi Putusan Tepat
 Waktu.
 90% 95% 97
 5. Prosentase Penyitaan tepat waktu
 dan tempat
 90% 95% 97
 PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
 PENINGKATAN KUALITAS SDM
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 Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu
 prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan terealisasi 50% dengan target
 50% dan prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial dan terealisasi 50% dengan
 target 50%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat
 digambarkan sebagai berikut :
 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 (%)
 1. Prosentase pegawai yang lulus
 diklat teknis yudisial
 50% 50% 70
 2. Prosentase pegawai yang lulus
 diklat non yudisial
 50% 50% 70
 PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
 Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu
 prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan terealisasi 85% dengan target 80% dan
 prosentase temuan yg ditindaklanjuti dan terealisasi 100% dengan target 95%. Pencapaian
 target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 (%)
 1. Prosentase pengaduan yang
 ditindaklanjuti
 80% 85% 90
 2. Prosentase temuan yg
 ditindaklanjuti
 95% 100% 99
 PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN
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 PENINGKATAN KUALITAS RENCANA
 Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu
 Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dan terealisasi 90%
 dari target 85%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat
 digambarkan sebagai berikut :
 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
 (%)
 1. Prosentase proses penyelesaianperkara yang dapatdipublikasikan
 85% 90% 92
 Pada umumnya capaian target pada Pengadilan Agama Purworejo telah dapat
 dikriteriakan baik, karena telah memenuhi target yang dituangkan dalam Rencana Kerja
 Tahunan Pengadilan Agama Purworejo tahun 2014.
 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.
 D.
 E.
 F. PENINGKATAN KUALITAS RENCANAPencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2014 dapat digambarkansebagai berikut :No. Indikator Kinerja Target Anggaran
 (Rp)
 Realisasi
 (%)
 1. Penyelesaian AdministrasiPerkara
 439 perkara 2.195.000 2.195.000
 (100%)
 2. Penanganan Perkara Prodeo 10 perkara 2.500.000 2.500.000
 (100%)
 PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAPPERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
 PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 21
 A.
 B.
 C. PENINGKATAN KUALITAS RENCANAPencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2014 dapat digambarkansebagai berikut :No. Indikator Kinerja Target Anggaran
 (Rp)
 Realisasi
 (%)
 1. Belanja Pegawai 1 tahun 3.529.770.000 3.215.099.169
 (91,09%)
 2. Belanja Barang 1 tahun 493.091.000 478.382.303
 (97,02%)
 A.
 B.
 C. PENINGKATAN KUALITAS RENCANAPencapaian target program kerja dan kegiatan pada tahun 2014 dapat digambarkansebagai berikut :No. Indikator Kinerja Target Anggaran
 (Rp)
 Realisasi
 (%)
 1. Jaringan Instalasi 1 Instalasi 40.000.000 39.921.900
 (99,80%)
 2. Kendaraan Bermotor Roda 4 1 unit 180.000.000 -
 (0%)
 3. Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
 7 unit 38.000.000 38.000.000
 (100%)
 Pencapaian Indikator Kinerja poin 2 (dua) yaitu Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4(empat) pada tahun 2014 tidak dapat direalisasikan karena masih bertanda bintangsehingga dana tidak dapat dicairkan.
 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAANTUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG
 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR MAHKAMAH AGUNG
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 BAB IV.PENUTUP
 A. Kesimpulan
 LAKIP Pengadilan Agama Purworejo tahun 2014 ini mengupayakan suatu
 capaian kinerja (Performance Result) selama 1 Tahun Anggaran 2014 Rencana Strategis
 (Strategic Plan) Pengadilan Agama Purworejo tahun 2010-2014 dibandingkan dengan
 rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada sebagai unsur pertama dalam
 bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang
 meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Kelas I-B
 Purworejo.
 Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja
 akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Purworejo
 oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user)
 adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan
 masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang
 profesional, efektif, murah, profesional serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi
 atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud good governance.
 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan
 Agama Purworejo merupakan suatu perwujudan transparansi, akuntabel dan Penetapan
 Kinerja Tahun 2014 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun
 2014.
 Kiranya LAKIP tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan
 sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama
 Purworejo.
 B. Saran
 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi
 Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam
 mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk
 peningkatan penyelesaian perkara.
 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP
 sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
 3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP,
 merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 No Kinerja Utama Indikator KinerjaUtama Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data
 1 PeningkatanPelaksanaanmediasi sebagaiupaya percepatanpenyelesaianperkara
 Prosentase mediasiyang berhasildiselesaikan
 Perbandingan antara mediasi yang disepakatidengan jumlah mediasi yang diterima danmenjadi perkara
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanandan LaporanTahunan.
 2 Peningkatanpenyelesaianperkara
 a. Prosentaseperkara yangdiselesaikan
 Perbandingan antara perkara yang diminutasidan disampaikan kepada para pihak pencarikeadilan dengan jumlah perkara yang diregisterputusan.
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanandan LaporanTahunan.
 b. Prosentase sisaperkara yangdiselesaikan
 Perbandingan antara sisa perkara yangdiminutasi dan disampaikan kepada para pihakpencari keadilan (diputus) dengan jumlah sisaperkara.(kriteria sisa perkara dan perkara yang selesaimengacu pada pola Bindalmin tentang jangkawaktu penanganan perkara pada PengadilanAgama Purworejo)
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanandan LaporanTahunan.
 3 Peningkatan tertibadministrasiperkara
 a. ProsentaseProsedur penerimaanberkas perkara yangdiregister dan siapdisidangkan keMajelis
 Perbandingan antara prosedur berkas perkarayang diterima Pengadilan Agama Purworejodengan yang disidangkan.
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanandan LaporanTahunan.
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b. Prosentase berkasyang diajukanbanding, kasasi danPK yang disampaikansecara lengkap
 Perbandingan antara berkas yang diajukanbanding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiridari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlahberkas yang dikembalikan oleh PengadilanTingkat Banding dan Mahkamah Agung.
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanandan LaporanTahunan.
 c. ProsentasePenyampaianpemberitahuanPemanggilan SidangTepat Waktu
 Perbandingan antara penyampaianpemberitahuan Pemanggilan Sidang minimal 3hari (hari kerja) sebelum hari sidang denganpenyampaian pemberitahuan PemanggilanSidang yang terlambat.
 Juru Sita/Juru SitaPengganti
 Laporan Bulanan
 d. ProsentasePenyampaianPemberitahuan IsiPutusan TepatWaktu.
 Perbandingan antara Pemberitahuan IsiPutusan yang disampaikan kepada pihak yangtidak hadir sesegera mungkin setelah diputusdengan yang belum disampaikan
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanan
 e. ProsentasePenyitaan tepatwaktu dan tempat
 Perbandingan antara penyitaan yang dilakukansesuai hari penetapan penyitaan dengan yangbelum disita.
 Panitera PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanan
 4 PeningkatanKualitas SDM
 a. Prosentasepegawai yang lulusdiklat teknis yudisial
 Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukanuntuk mengikuti diklat dan bersertifikat/lulusdengan jumlah yang mengikuti diklat.
 Ketua PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanan,Laporan Tahunan,
 b. Prosentasepegawai yang lulusdiklat non yudisial
 b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yangdiajukan untuk mengikuti diklat dengan yangdinyatakan lulus/bersertifikat.
 Ketua PengadilanAgama Purworejo
 Laporan Bulanan,Laporan Tahunan,
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b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukanuntuk mengikuti pendidikan rintisan gelarsehingga memperoleh kelulusan/bersertifikatdengan jumlah yang mengikuti diklat.
 Ketua PengadilanAgama PurworejodanPanitera/SekretarisPengadilan AgamaPurworejo
 Laporan Bulanan,Laporan Tahunan,
 5 Peningkatankualitaspengawasan
 a. Prosentasepengaduan yangditindaklanjuti
 Perbandingan jumlah pengaduan yangditindaklanjuti mengenai perilaku aparaturperadilan (teknis dan non teknis) dengan jumlahpengaduan yang dilaporkan.
 Ketua PengadilanAgama PurworejodanPanitera/SekretarisPengadilan AgamaPurworejo
 Laporan HasilPengaduanMasyarakat
 b. Prosentasetemuan ygditindaklanjuti
 Perbandingan jumlah temuan yangditindaklanjuti hasil pengawasan internal (TimPengawasan Pengadilan Agama Purworejo danBadan Pengawasan) dan eksternal (BadanPemeriksa Keuangan) dengan temuan yangdilaporkan
 Ketua PengadilanAgama PurworejodanPanitera/SekretarisPengadilan AgamaPurworejo
 Laporan HasilKegiatanPengawasanMelekat
 6 Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadap peradilan(acces to justice)
 Prosentase prosespenyelesaian perkarayang dapatdipublikasikan
 Perbandingan prosentase proses putusanperkara yang sudah diminutasi dan dapatdidownload di website Pengadilan AgamaPurworejo (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007tentang Keterbukaan informasi peradilan)dengan perkara yang diputus.
 Ketua PengadilanAgama PurworejodanPanitera/SekretarisPengadilan AgamaPurworejo
 Laporan Bulanandan LaporanTahunan.
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RENCANA KINERJA
 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 TAHUN 2016
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
 1 Peningkatan Pelaksanaanmediasi sebagai upayapercepatan penyelesaianperkara
 Prosentase mediasi yang berhasildiselesaikan
 15%
 2 Peningkatan penyelesaianperkara
 a. Prosentase perkara yang
 diselesaikan
 85%
 b. Prosentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 10%
 3 Peningkatan tertibadministrasi perkara
 a. Prosentase Prosedur penerimaan
 berkas perkara yang diregister
 dan siap disidangkan ke Majelis
 85%
 b. Prosentase berkas yang diajukan
 banding, kasasi dan PK yang
 disampaikan secara lengkap
 1%
 c. Prosentase Penyampaian
 pemberitahuan Pemanggilan
 Sidang Tepat Waktu
 90%
 d. Prosentase Penyampaian
 Pemberitahuan Isi Putusan Tepat
 Waktu.
 90%
 e. Prosentase Penyitaan tepat
 waktu dan tempat
 90%
 4 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang lulus
 diklat teknis yudisial
 50%
 b. Prosentase pegawai yang lulus
 diklat non yudisial
 50%
 5 Peningkatan kualitaspengawasan
 a. Prosentase pengaduan yang
 ditindaklanjuti
 80%
 b. Prosentase temuan yg
 ditindaklanjuti
 95%
 6 Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
 Prosentase proses penyelesaianperkara yang dapat dipublikasikan
 85%
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
 yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : H. Sukartun, SH.
 Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
 Nama : Drs. H. Ali Mas’ad
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purworejo
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
 Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
 lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
 telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget
 kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
 Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
 akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
 yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
 Purworejo, 2 Januari 2014
 Ketua, Panitera/Sekretaris,
 Drs. H. Ali Mas’ad H. Sukartun, SH.NIP. 196005021989031001 NIP. 195408061978031001
 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
 yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : H. Sukartun, SH.
 Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
 Nama : Drs. H. Ali Mas’ad
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purworejo
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
 Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
 lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
 telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget
 kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
 Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
 akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
 yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
 Purworejo, 2 Januari 2014
 Ketua, Panitera/Sekretaris,
 Drs. H. Ali Mas’ad H. Sukartun, SH.NIP. 196005021989031001 NIP. 195408061978031001
 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
 yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : H. Sukartun, SH.
 Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
 Nama : Drs. H. Ali Mas’ad
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purworejo
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
 Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
 lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
 telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget
 kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
 Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
 akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
 yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
 Purworejo, 2 Januari 2014
 Ketua, Panitera/Sekretaris,
 Drs. H. Ali Mas’ad H. Sukartun, SH.NIP. 196005021989031001 NIP. 195408061978031001
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PENETAPAN KINERJA
 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2014
 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
 1 Peningkatan Pelaksanaanmediasi sebagai upayapercepatan penyelesaianperkara
 Prosentase mediasi yang berhasildiselesaikan
 15%
 2 Peningkatan penyelesaianperkara
 a. Prosentase perkara yang
 diselesaikan
 90%
 b. Prosentase sisa perkara yang
 diselesaikan
 10%
 3 Peningkatan tertibadministrasi perkara
 a. Prosentase Prosedur penerimaan
 berkas perkara yang diregister
 dan siap disidangkan ke Majelis
 90%
 b. Prosentase berkas yang diajukan
 banding, kasasi dan PK yang
 disampaikan secara lengkap
 1%
 c. Prosentase Penyampaian
 pemberitahuan Pemanggilan
 Sidang Tepat Waktu
 95%
 d. Prosentase Penyampaian
 Pemberitahuan Isi Putusan Tepat
 Waktu.
 95%
 e. Prosentase Penyitaan tepat
 waktu dan tempat
 95%
 4 Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang lulus
 diklat teknis yudisial
 50%
 b. Prosentase pegawai yang lulus
 diklat non yudisial
 50%
 5 Peningkatan kualitaspengawasan
 c. Prosentase pengaduan yang
 ditindaklanjuti
 85%
 d. Prosentase temuan yg
 ditindaklanjuti
 100%
 6 Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
 Prosentase proses penyelesaianperkara yang dapat dipublikasikan
 90%
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